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Accepted: 24-09-2026 education policies and analyze the role of multilevel governance in
Published: 10-10-2026 bridging educational inequality for indigenous Papuan children in
Merauke Regency. The study used a qualitative approach with a

Keywords: multiple-case study design in four regional contexts: Sota, Animha,

Inclusive Education Kurik, and Jagebob. Data were collected through semi-structured
Educational Inequality interviews, non-participatory observation, and document analysis.
Multilevel Governance A total of 43 informants were selected purposively, including
Cultural Responsiveness education administrators, principals, teachers, parents/guardians,
Educational Equity and traditional and community leaders. Data were analyzed using

thematic analysis, within-case analysis, and cross-case synthesis.
Educational inequality was found not only in access, but also in
school capacity, resource distribution, family participation, and the
cultural relevance of learning. Policy implementation revealed
gaps between the policy framework and local practices. Multilevel
governance became an important mechanism through inter-level
coordination, school leadership, teacher capacity, and indigenous
community involvement. Variation between cases indicates that
policy effectiveness depends on the ability of local actors to adapt
policies to the socio-cultural context. Inclusive education oriented
toward educational equity requires coordinated, contextual, and
culturally responsive multilevel governance that positions
indigenous communities as partners in educational decision-
making.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan pendidikan inklusif dan menganalisis peran
tata kelola multilevel dalam menjembatani ketimpangan pendidikan bagi anak asli Papua di Kabupaten
Merauke. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain multiple-case study pada empat
konteks wilayah, yaitu Sota, Animha, Kurik, dan Jagebob. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-
terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan analisis dokumen. Sebanyak 43 informan dipilih secara purposif,
meliputi pengelola pendidikan, kepala sekolah, guru, orang tua/wali, serta tokoh adat dan masyarakat. Data
dianalisis menggunakan thematic analysis, within-case analysis, dan cross-case synthesis. Ketimpangan
pendidikan ditemukan tidak hanya dalam akses, tetapi juga pada kapasitas sekolah, distribusi sumber daya,
partisipasi keluarga, dan relevansi budaya pembelajaran. Implementasi kebijakan menunjukkan
kesenjangan antara kerangka kebijakan dan praktik lokal. Tata kelola multilevel menjadi mekanisme
penting melalui koordinasi antarleval, kepemimpinan sekolah, kapasitas guru, dan keterlibatan masyarakat
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adat. Variasi antarkasus menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan bergantung pada kemampuan aktor lokal
mengadaptasi kebijakan terhadap konteks sosial-budaya. Pendidikan inklusif yang berorientasi pada
educational equity membutuhkan tata kelola multilevel yang terkoordinasi, kontekstual, dan responsif
budaya dengan menempatkan masyarakat adat sebagai mitra dalam pengambilan keputusan pendidikan.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Ketimpangan Pendidikan, Tata Kelola Multilevel, Responsivitas
Budaya, Keadilan Pendidikan.

1. PENDAHULUAN

Ketimpangan pendidikan masih menjadi persoalan global yang ditandai oleh perbedaan akses, kualitas
pembelajaran, partisipasi, dan capaian pendidikan antarkelompok sosial[1]. Kelompok yang berada dalam
kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang kurang menguntungkan cenderung menghadapi
hambatan lebih besar dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas[2]. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan tidak cukup diukur melalui peningkatan akses sekolah, tetapi
perlu dilihat dari kemampuan sistem pendidikan dalam menciptakan kesempatan belajar yang adil bagi
seluruh peserta didik. Dalam perkembangan kajian pendidikan inklusif, perhatian semakin bergeser dari
sekadar memastikan kehadiran dan partisipasi peserta didik menuju pencapaian educational equity[3].
Pendidikan inklusif tidak hanya menempatkan anak dalam sistem pendidikan formal, tetapi juga
memastikan bahwa kebijakan, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan dukungan pendidikan mampu
merespons kebutuhan kelompok yang beragam[4]. Perspektif ini menempatkan keadilan sebagai indikator
penting dalam menilai keberhasilan kebijakan pendidikan inklusif.

Pencapaian pendidikan yang berkeadilan tidak hanya ditentukan oleh kondisi peserta didik atau kapasitas
sekolah, tetapi juga oleh struktur dan tata kelola sistem pendidikan[5]. Distribusi sumber daya, kapasitas
kelembagaan, ketersediaan guru, koordinasi antarinstansi, kebijakan daerah, serta keterlibatan keluarga dan
komunitas dapat menentukan sejauh mana kebijakan inklusif diterjemahkan menjadi praktik yang efektif.
Dengan demikian, ketimpangan pendidikan perlu dipahami sebagai persoalan sistemik yang membutuhkan
pendekatan tata kelola lintas level dan lintas aktor. Kompleksitas sistem pendidikan tersebut menjadikan
tata kelola multilevel relevan untuk memahami implementasi kebijakan pendidikan inklusif[6]. Kebijakan
pendidikan melibatkan interaksi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pendidikan, satuan
pendidikan, guru, keluarga, dan masyarakat. Efektivitas implementasi tidak hanya bergantung pada kualitas
kebijakan, tetapi juga pada pembagian kewenangan, koordinasi, kapasitas pelaksana, distribusi sumber
daya, dan hubungan antarpemangku kepentingan pada berbagai tingkatan tata kelola[7].

Perspektif tata kelola menjadi semakin penting ketika kebijakan pendidikan diterapkan pada masyarakat
dengan karakteristik budaya yang kuat. Pendidikan inklusif yang hanya berorientasi pada standar dan
prosedur universal berpotensi mengabaikan identitas, bahasa, nilai, pengalaman, dan pengetahuan lokal
peserta didik[8]. Pendidikan yang berkeadilan perlu bergerak menuju pendekatan responsif budaya, yaitu
sistem pendidikan yang mampu mengintegrasikan konteks sosial dan budaya peserta didik ke dalam
kebijakan, pengelolaan sekolah, serta praktik pembelajaran[9]. Dalam konteks masyarakat adat,
responsivitas budaya berkaitan erat dengan pengakuan terhadap pengetahuan dan pengalaman komunitas
lokal sebagai bagian dari sumber belajar dan kehidupan pendidikan. Pengabaian terhadap pengetahuan
lokal dapat menciptakan jarak epistemologis antara sekolah dan komunitas, sehingga pendidikan menjadi
kurang relevan dengan kehidupan peserta didik. Pengakuan terhadap pengetahuan masyarakat adat karena
itu tidak hanya memiliki fungsi pelestarian budaya, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi untuk
membangun rasa memiliki, partisipasi, dan keadilan pendidikan[10].

Di Indonesia, upaya mewujudkan pendidikan yang merata berlangsung dalam sistem pendidikan yang
melibatkan berbagai tingkat pemerintahan dan satuan pendidikan. Desentralisasi memberikan ruang bagi
pemerintah daerah untuk menyesuaikan implementasi kebijakan dengan karakteristik wilayah, tetapi pada
saat yang sama menghadirkan tantangan berupa variasi kapasitas kelembagaan, koordinasi, distribusi
sumber daya, dan kemampuan menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam kebutuhan lokal. Kondisi
tersebut menunjukkan pentingnya mengevaluasi bukan hanya substansi kebijakan, tetapi juga mekanisme
tata kelola yang menentukan pelaksanaannya. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks di wilayah
Papua yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang khas serta keberadaan komunitas
masyarakat adat. Kabupaten Merauke merupakan konteks penting untuk mengkaji persoalan tersebut
karena sistem pendidikan formal berinteraksi dengan keragaman komunitas, nilai budaya, pengetahuan
lokal, dan kondisi wilayah yang berbeda antarkawasan. Dalam konteks ini, keberhasilan pendidikan inklusif
bagi anak asli Papua tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sekolah, tetapi juga oleh kemampuan tata
kelola pendidikan dalam merespons kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.
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Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan inklusif pada masyarakat adat menghadapi
tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan akses pendidikan, tetapi juga dengan kapasitas
kelembagaan dan kemampuan sistem pendidikan merespons konteks sosial-budaya lokal [11]. Penelitian
mengenai tata kelola pendidikan inklusif menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat
dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga, kapasitas pemerintah daerah, dan kesiapan satuan pendidikan
dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik [12]. Studi lain mengenai pendidikan masyarakat adat
menegaskan pentingnya integrasi pengetahuan lokal, keterlibatan komunitas, dan pendekatan pembelajaran
yang responsif terhadap identitas budaya peserta didik[13]. Kajian tentang pendidikan di wilayah Papua
menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan masih berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur, distribusi
dan kapasitas guru, akses geografis, serta lemahnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses
pengambilan keputusan pendidikan. Meskipun ketiga kelompok kajian tersebut memberikan landasan
penting, sebagian besar penclitian masih menganalisis dimensi tata kelola, pendidikan inklusif, dan
responsivitas budaya secara terpisah. Kajian yang menelusuri hubungan antara keputusan pada tingkat
pemerintah, pengelolaan pendidikan di tingkat daerah dan sekolah, kapasitas guru, serta keterlibatan
masyarakat adat dalam satu kerangka tata kelola multilevel masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks
pendidikan anak asli Papua.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya celah konseptual dan empiris dalam menjelaskan bagaimana
kebijakan pendidikan inklusif diterjemahkan melalui interaksi berbagai tingkat pemerintahan dan aktor
lokal hingga menghasilkan pengalaman pendidikan yang setara bagi anak asli Papua. Penelitian ini mengisi
celah tersebut dengan menempatkan tata kelola multilevel bukan sekadar sebagai struktur koordinasi
antarpemerintahan, melainkan sebagai mekanisme yang menghubungkan desain kebijakan, kapasitas
implementasi, responsivitas budaya, dan partisipasi masyarakat adat dalam penyelenggaraan pendidikan
inklusif. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi keempat dimensi tersebut dalam menganalisis proses
implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Merauke, sehingga dapat mengungkap titik-titik
kesenjangan antara kebijakan pada tingkat makro, pengambilan keputusan pada tingkat daerah, praktik
sekolah, kapasitas guru, dan kebutuhan masyarakat adat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya
mengevaluasi apakah kebijakan inklusif telah mencapai tujuan pemerataan, tetapi juga menjelaskan
bagaimana mekanisme tata kelola multilevel dapat memperkuat pendidikan yang inklusif, responsif
budaya, dan lebih berkeadilan bagi anak asli Papua.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain multiple-case study untuk mengevaluasi
implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam perspektif tata kelola multilevel di Kabupaten Merauke.
Setiap sekolah diperlakukan sebagai kasus yang dianalisis melalui within-case dan cross-case analysis
untuk mengidentifikasi pola koordinasi, hambatan implementasi, dan responsivitas budaya. Desain ini
dipilih untuk menghasilkan pemahaman kontekstual dan komprehensif mengenai mekanisme tata kelola
yang memengaruhi pemerataan pendidikan bagi anak asli Papua. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten
Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan memilih Distrik Sota, Animha, Kurik, dan Jagebob secara
purposif untuk merepresentasikan variasi geografis, akses pendidikan, dan karakteristik sosial-budaya
masyarakat adat. Pemilihan lokasi didasarkan pada keberadaan sekolah dasar yang melayani anak asli
Papua, penerapan kebijakan atau program pendidikan inklusif, serta keterlibatan komunitas lokal dalam
penyelenggaraan pendidikan. Variasi konteks antardistrik memungkinkan penelitian membandingkan pola
tata kelola, implementasi kebijakan, dan responsivitas budaya secara kontekstual melalui pendekatan
multiple-case study.

Informan dipilih menggunakan purposive sampling dengan prinsip maximum variation sampling untuk
merepresentasikan berbagai level tata kelola pendidikan. Sebanyak 43 informan terdiri atas 4
pejabat/pengelola pendidikan kabupaten, 8 kepala sekolah, 15 guru, 10 orang tua/wali anak asli Papua, dan
6 tokoh adat/masyarakat. Pemilihan didasarkan pada keterlibatan langsung, pengalaman, dan pengetahuan
informan mengenai kebijakan serta praktik pendidikan inklusif. Komposisi ini memungkinkan triangulasi
perspektif pemerintah, sekolah, keluarga, dan komunitas dalam menganalisis tata kelola multilevel,
responsivitas budaya, dan pemerataan pendidikan. Dalam proses pemilihan informan, perhatian juga
diberikan pada variasi posisi, pengalaman, dan keterlibatan informan agar data tidak didominasi oleh
perspektif salah satu kelompok pemangku kepentingan. Informan kunci, khususnya pejabat pendidikan,
kepala sekolah, dan tokoh adat/masyarakat, diposisikan sebagai sumber penting untuk mengklarifikasi
informasi mengenai proses pengambilan keputusan, koordinasi antarlembaga, penerjemahan kebijakan, dan
kesesuaian praktik pendidikan dengan konteks sosial-budaya masyarakat adat.
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Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur mendalam, observasi nonpartisipatif, dan analisis
dokumen. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan 43 informan selama Mei—Juni 2026, dengan
durasi sekitar 45-60 menit per informan, menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan
tujuan penelitian dan empat domain analisis. Pertanyaan wawancara mencakup implementasi kebijakan,
meliputi pemahaman, penerjemahan, konsistensi, dan hambatan kebijakan; tata kelola multilevel, meliputi
pembagian kewenangan, koordinasi, komunikasi, distribusi sumber daya, akuntabilitas, dan hubungan
antarpemangku kepentingan; responsivitas budaya, meliputi pengakuan identitas budaya, integrasi
pengetahuan lokal, sensitivitas terhadap nilai masyarakat adat, serta keterlibatan tokoh adat dan keluarga;
dan pemerataan pendidikan, meliputi akses, partisipasi, kualitas layanan, dukungan pembelajaran,
kesempatan pendidikan, serta hambatan struktural yang dialami anak asli Papua. Pertanyaan dikembangkan
secara fleksibel untuk memungkinkan eksplorasi pengalaman dan perspektif informan secara mendalam,
dengan probes digunakan untuk memperjelas atau memperdalam informasi yang relevan. Setelah
wawancara ditranskripsikan, informasi yang dianggap substantif dan interpretasi awal yang berkaitan
dengan tema utama dikonfirmasi melalui member checking kepada informan kunci. Proses ini dilakukan
untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti tidak menyimpang dari pengalaman dan maksud informan,
sekaligus memberikan kesempatan kepada informan untuk mengklarifikasi, mengoreksi, atau
menambahkan informasi yang relevan.

Observasi nonpartisipatif dilakukan pada Mei—Juli 2026 di sekolah yang menjadi lokasi penelitian untuk
mengamati lingkungan dan tata kelola sekolah, interaksi guru—siswa, praktik pembelajaran, penggunaan
unsur budaya lokal, dukungan terhadap anak asli Papua, serta keterlibatan keluarga dan komunitas.
Observasi dilengkapi dengan catatan lapangan terstruktur dan digunakan untuk mengonfirmasi atau
memperkaya temuan wawancara. Analisis dokumen dilakukan secara paralel terhadap kebijakan nasional
dan daerah, dokumen Dinas Pendidikan, program pendidikan inklusif, RKS/RKAS, kurikulum, program
sekolah, dan dokumen evaluasi. Triangulasi metode dan sumber digunakan untuk membandingkan
informasi antarinforman dan antara data wawancara, observasi, serta dokumen sehingga meningkatkan
kredibilitas dan trustworthiness temuan penelitian. Selain triangulasi, keabsahan data diperkuat melalui
member checking terhadap informan kunci pada tahap interpretasi temuan, terutama kepala sekolah dan
tokoh adat/masyarakat yang memiliki pengetahuan langsung mengenai praktik pendidikan dan konteks
sosial-budaya setempat. Peneliti juga melakukan peer debriefing dengan rekan peneliti atau kolega yang
memahami penelitian kebijakan pendidikan dan metode kualitatif untuk menelaah konsistensi antara data,
proses pengodean, kategori, dan interpretasi. Seluruh proses pengumpulan, pengodean, pengembangan
tema, perubahan kategori, serta keputusan analitis didokumentasikan dalam audit trail untuk menjaga
dependability dan confirmability penelitian. Catatan reflektif juga digunakan selama proses penelitian
untuk mengidentifikasi asumsi peneliti, posisi peneliti, dan potensi bias interpretasi yang dapat
memengaruhi proses pengumpulan maupun analisis data. Dengan demikian, credibility, transferability,
dependability, dan confirmability dipertimbangkan secara sistematis dalam memastikan kualitas dan
trustworthiness penelitian.

Data dianalisis menggunakan thematic analysis yang dikombinasikan dengan analisis kasus secara
bertahap, dimulai dari transkripsi dan familiarisasi data, initial coding, pengembangan kategori, hingga
identifikasi tema dari wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis dilakukan secara within-case untuk
memahami karakteristik setiap sekolah/wilayah, kemudian cross-case analysis digunakan untuk
mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan pola lintas kasus. Pengodean dilakukan secara terbuka dan
iteratif dengan fokus awal pada policy translation, governance coordination, institutional capacity, cultural
responsiveness, community participation, dan educational equity, tanpa membatasi munculnya tema baru
dari data. Selama proses analisis, tema dan interpretasi dibandingkan secara berulang dengan data mentah,
catatan lapangan, hasil observasi, dan dokumen untuk memastikan bahwa kesimpulan memiliki
keterlacakan terhadap bukti empiris. Temuan yang berbeda atau bertentangan antarinforman tidak
dihilangkan, tetapi dipertahankan sebagai bagian dari analisis untuk memahami variasi pengalaman dan
kepentingan antartingkat tata kelola. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menjelaskan
keterkaitan antara kebijakan, tata kelola multilevel, kapasitas kelembagaan, praktik pendidikan, konteks
budaya, dan pemerataan pendidikan bagi anak asli Papua di Kabupaten Merauke.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif dan tata kelola
multilevel dalam upaya mengurangi ketimpangan pendidikan bagi anak asli Papua di Kabupaten Merauke.
Analisis dilakukan secara bertahap melalui identifikasi pola pada masing-masing kasus di Sota, Animha,
Kurik, dan Jagebob, dilanjutkan dengan perbandingan lintas kasus untuk mengidentifikasi persamaan,
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perbedaan, serta mekanisme yang membentuk praktik pendidikan pada konteks lokal yang berbeda.
Penyajian hasil mencakup karakteristik informan, pola ketimpangan pendidikan, penerjemahan kebijakan
pada tingkat lokal, hubungan antarleval tata kelola, responsivitas budaya, serta keterlibatan keluarga dan
masyarakat adat. Struktur tersebut memberikan dasar empiris untuk menjelaskan bagaimana kebijakan
pendidikan inklusif diterjemahkan ke dalam praktik dan bagaimana konfigurasi tata kelola lokal
berhubungan dengan upaya mewujudkan educational equity.

Tabel 1. Karakteristik Informan dan Konteks Kasus

Kelompok Informan Peran dalam Penelitian Sota Animha Kurik Jagebob Total

Pengelola pendidikan ~ Kebijakan dan implementasi 2 2 2 2 8

Kepala sekolah Tata kelola dan kepemimpinan sekolah 2 2 2 2 8

Guru Implementasi dan praktik pendidikan 3 3 3 3 12
inklusif

Orang tua/wali Pengalaman akses dan layanan pendidikan 2 2 2 2 8

Tokoh Konteks budaya dan partisipasi komunitas 2 2 2 1 7

adat/masyarakat

Total 11 11 11 10 43

Tabel 1 menunjukkan bahwa penelitian melibatkan 43 informan yang dipilih secara purposif dan tersebar
relatif seimbang pada empat konteks kasus, yaitu Sota, Animha, Kurik, dan Jagebob. Informan mencakup
pengelola pendidikan, kepala sekolah, guru, orang tua/wali, serta tokoh adat atau masyarakat, sehingga data
merepresentasikan perspektif lintas level dalam tata kelola pendidikan. Komposisi tersebut memungkinkan
triangulasi informasi mengenai implementasi kebijakan, praktik pendidikan inklusif, pengalaman keluarga,
keterlibatan komunitas, dan responsivitas budaya bagi anak asli Papua di Kabupaten Merauke.

Tabel 2. Pola Ketimpangan Pendidikan Anak Asli Papua

Dimensi Temuan Utama Bukti Empiris Variasi Kasus

Akses Akses belum merata karena jarak dan Wawancara, Lebih menonjol di Sota dan

pendidikan kondisi geografis. observasi Jagebob.

Sumber daya Fasilitas dan sumber belajar belum Observasi, Ditemukan di seluruh kasus.

sekolah merata. dokumen

Ketersediaan Distribusi dan kapasitas guru masih Wawancara, Lebih terlihat di Sota dan

guru terbatas. dokumen Jagebob.

Partisipasi siswa  Keterlibatan siswa dipengaruhi kondisi Wawancara, Berbeda antar sekolah.
belajar dan konteks budaya. observasi

Dukungan Dukungan belajar keluarga belum Wawancara Dipengaruhi kondisi sosial-

keluarga konsisten. ekonomi keluarga.

Relevansi Pengetahuan dan budaya lokal belum Wawancara, Ditemukan di keempat kasus.

budaya terintegrasi optimal. observasi

Tabel 2 menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan anak asli Papua bersifat multidimensional,
mencakup akses, sumber daya, tenaga pendidik, partisipasi, dukungan keluarga, dan relevansi budaya.
Persoalan yang paling konsisten ditemukan adalah keterbatasan integrasi konteks budaya lokal dalam

praktik pendidikan, sementara bentuk dan tingkat hambatan lainnya bervariasi antar lokasi penelitian.

Tabel 3. Kesenjangan Kebijakan dan Praktik Pendidikan Inklusif

Dimensi Ekspektasi Kebijakan Praktik Lapangan Kesenjangan

Kebijakan

Akses dan Pendidikan tersedia secara adil Akses masih dipengaruhi Pemerataan belum optimal.

pemerataan bagi semua anak. jarak, geografis, dan fasilitas.

Pendidikan Sekolah mengakomodasi  Praktik inklusif masih terbatas  Kebijakan belum

inklusif kebutuhan setiap siswa. dan belum sistematis. sepenuhnya diterapkan.

Dukungan Sekolah menyediakan  Dukungan guru, fasilitas, dan Kapasitas sekolah belum

sekolah dukungan sesuai kebutuhan layanan masih terbatas. merata.

siswa.

Keterlibatan Keluarga dilibatkan dalam Komunikasi dan keterlibatan Kemitraan sekolah—

keluarga pendidikan anak. keluarga belum konsisten. keluarga masih lemah.

Responsivitas Pendidikan ~ memperhatikan =~ Pengetahuan Indigenous  Terdapat kesenjangan

budaya budaya dan pengetahuan lokal. masih terbatas dalam budaya dalam  praktik
pembelajaran. pendidikan.

Monitoring dan Implementasi dipantau secara Monitoring lebih berfokus Evaluasi  kualitas  dan

evaluasi berkala dan berkelanjutan. pada  administrasi dan konteks  lokal  belum
kepatuhan. optimal.
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Tabel 3 menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pendidikan inklusif dan praktik di tingkat
sekolah. Kebijakan telah menekankan pemerataan, inklusivitas, dukungan sekolah, keterlibatan keluarga,
dan responsivitas terhadap kebutuhan peserta didik. Namun, implementasinya masih menghadapi
keterbatasan sumber daya, kapasitas sekolah, keterlibatan keluarga, serta integrasi budaya Indigenous.
Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata ketiadaan kebijakan, melainkan

keterbatasan penerjemahan kebijakan ke dalam praktik yang kontekstual di tingkat lokal.

Tabel 4. Tata Kelola Multilevel dalam Implementasi Pendidikan Inklusif

Level Aktor Utama Peran Bentuk Koordinasi Hambatan
Nasional Pemerintah Menetapkan  kebijakan dan Regulasi dan Kebijakan belum
pusat standar pendidikan. program nasional.  sepenuhnya
kontekstual.
Provinsi Dinas Mengoordinasikan kebijakan dan ~ Supervisi dan Koordinasi lintas
Pendidikan pembinaan daerah. koordinasi level belum optimal.
Provinsi program.
Kabupaten Dinas Menerjemahkan kebijakan ke Pembinaan, Dukungan dan
Pendidikan program lokal dan mendukung supervisi, dan monitoring  belum
Kabupaten sekolah. pelaporan. konsisten.
Sekolah Kepala sekolah Melaksanakan pendidikan  Rapat, komunikasi, Kapasitas dan
dan guru inklusif dalam praktik  dan pelaporan. sumber daya
pembelajaran. terbatas.
Keluarga Orang tua/wali Mendukung pendidikan dan Komunikasi Keterlibatan belum
perkembangan anak. dengan sekolah. konsisten.
Masyarakat ~ Tokoh adat dan Menyediakan pengetahuan dan Hubungan Belum terlibat secara
adat komunitas dukungan berbasis budaya lokal. informal dengan sistematis.
sekolah.

Tabel 4 menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif melibatkan aktor pada berbagai tingkat,
mulai dari pemerintah nasional, provinsi, kabupaten, sekolah, keluarga, hingga masyarakat adat. Temuan
menunjukkan bahwa kebijakan relatif kuat, tetapi koordinasi antartingkat belum optimal, sehingga
penerapannya di sekolah tidak seragam. Keterlibatan keluarga dan masyarakat adat juga masih terbatas dan
cenderung informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan inklusif tidak hanya
bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada koordinasi, pembagian peran, dan keterhubungan antaraktor
dalam tata kelola multilevel.

Tabel 5. Responsivitas Budaya dalam Pendidikan Inklusif

Dimensi Praktik yang Ditemukan Bukti Empiris Implikasi terhadap Inklusi
Pengakuan Identitas budaya siswa belum menjadi Wawancara, Rasa memiliki siswa belum
identitas budaya bagian utama praktik sekolah. observasi optimal.

Pengetahuan Pengetahuan lokal masih terbatas dalam ~ Wawancara, Pembelajaran kurang
Indigenous pembelajaran. observasi kontekstual.

Bahasa dan Komunikasi sekolah lebih dominan Wawancara, Jembatan komunikasi budaya
komunikasi menggunakan bahasa formal. observasi masih terbatas.

Praktik Pembelajaran lebih berorientasi pada Observasi, Responsivitas terhadap
pembelajaran kurikulum formal daripada konteks wawancara pengalaman  siswa  masih
lokal. rendah.

Keterlibatan orang Orang tua dilibatkan terutama dalam Wawancara Potensi kemitraan  budaya

tua komunikasi dan dukungan pendidikan. belum optimal.
Peran tokoh adat Tokoh adat belum terlibat secara Wawancara Sumber daya budaya lokal

sistematis dalam pendidikan. belum dimanfaatkan optimal.

Tabel 5 menunjukkan bahwa pendidikan inklusif di lokasi penelitian belum sepenuhnya inklusif secara
budaya. Meskipun sekolah telah menjalankan fungsi pendidikan secara formal, pengakuan identitas budaya,
integrasi pengetahuan Indigenous, penggunaan komunikasi yang kontekstual, serta keterlibatan orang tua
dan tokoh adat masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa inklusivitas tidak cukup diukur dari akses
dan partisipasi siswa, tetapi juga dari kemampuan sekolah mengakui, mengintegrasikan, dan menghargai
identitas serta pengetahuan budaya lokal dalam praktik pendidikan.
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Tabel 6. Sintesis Lintas Kasus Tata Kelola Pendidikan Inklusif

Dimensi Sota Animha Kurik Jagebob Pola Utama

Ketimpangan Relatif Sedang Relatif Tinggi Dipengaruhi kondisi geografis dan

akses tinggi rendah fasilitas.

Implementasi Belum Cukup Lebih Belum Kebijakan  belum  sepenuhnya

kebijakan seragam berjalan stabil optimal diterjemahkan ke praktik lokal.

Koordinasi Terbatas Sedang Relatif Terbatas Koordinasi  antartingkat belum

multilevel baik konsisten.

Kapasitas sekolah ~ Terbatas Sedang Relatif Terbatas Kapasitas berbeda sesuai sumber
baik daya sekolah.

Responsivitas Rendah Rendah— Sedang Rendah Integrasi budaya Indigenous masih

budaya sedang terbatas.

Partisipasi Terbatas Sedang Sedang Terbatas Keterlibatan ~ komunitas  belum

komunitas sistematis.

Sintesis lintas kasus menunjukkan bahwa keempat lokasi memiliki pola umum berupa kesenjangan antara
kebijakan pendidikan inklusif dan implementasi kontekstual di tingkat sekolah, meskipun tingkat
ketimpangannya berbeda. Variasi antarkasus terutama berkaitan dengan kondisi geografis, ketersediaan
sumber daya, kapasitas sekolah, dan kekuatan koordinasi antarpemangku kepentingan. Kurik cenderung
menunjukkan kondisi yang relatif lebih stabil, sedangkan Sota dan Jagebob menghadapi hambatan yang
lebih kuat dalam akses, kapasitas sekolah, dan koordinasi. Animha berada pada kondisi menengah. Secara
keseluruhan, pola lintas kasus menunjukkan bahwa kualitas implementasi pendidikan inklusif lebih
ditentukan oleh kapasitas lokal dan koordinasi antaraktor daripada keberadaan kebijakan formal semata.

~ -
Hambatan/Titik Kritis (Temuan Data)

r i 1. Kebijakan Pendidikan Inklusif f/ @ Regulasi belum sepenuhnya kontekstual dengan kondisi okl
m Regulasi, standar, dan pedoman pendidikan inklusif et 4 A ® Sosialisasi kebijakan belum merata
| .
\.

\
|
Mekanisme pengawasan belum kuat )

N\

Tingkat nasional dan daerah.
Makro -
(Pusat & Provinsi) P 2. Tata Kelola Multilevel { o Koordinasi antarlevel masih lemah \
“‘ Koordinasi lintas level: pusat - provinsi - kabupaten - s A g hmpeng tindls kewenankgan o le"“’fg,a |
e sekolah - komunitas. (\ . penang )
—~
(o e— ) 3. Koordinasi + Sumber Daya + Akuntabilitas | o Distribusi sumber daya tidak merata 1
Y | y
Tingkat Meso si feaci " — i {
inkronisasi program, alokasi sumber daya, +, ® Keterbatasan anggaran dan fasilitas |
(Kabupaten/  |= ' dan akuntabilitas pelaksanaan. { © Akuntabilitas dan monitoring belum optimal }'
Distrik) L
L 4. Kapasi lemt Kolat { « Manajemen sekolah belum inklusif \
o i m——— A o Fasiltas pendukung inklusi terbatas !
o dan budaya sekolah. { © Budaya sekolah belum mendukung keberagaman |
p \
Tingkat Mikro |_| ® 5. Kapasitas Guru I’ o Pelatihan inklusi bagi guru masih minim \
(Sekolah) Kompetensi pedagogik, sikap inklusif, latte 21 A . i | aya diri menangani |
) h dan kemampuan mengelola keragaman. | ® Beban kerja guru tinggi J

Kurikulum belum sepenuhnya kontekstual

P e

6. Responsivitas Budaya | i n se ;

Praktik pendidikan yang menghargai budaya, bahasa, ——— A © Minimnya materi ajar berbasis budaya lokal
dan kearifan lokal. '\ Stereotip dan bias budaya masih terjadi

Tingkat 7. Partisipasi Keluarga & Komunitas Adat {
Komunitas Partisipasi aktif keluarga dan komunitas adat e | A
(Keluarga & dalam pendidikan. k

(Komunitas Adat)

Partisipasi belum merata
Jarak, akses, dan keterbatasan ekonomi
Rasa percaya kepada sekolah masih rendah

8. Praktik Pendidikan Inklusif (
Pembelajaran inklusif, adaptif, dan partisipatif ----’: A
{

di kelas dan lingkungan sekolah.

Strategi pembelajaran belum adaptif
Layanan pendampingan siswa belum memadai
Evaluasi pembelajaran belum inklusif

Keterangan:

m  : Alurkausal utama

7

{

Ketimpangan hasil belajar masih terjadi
Kelompok marginal masih tertinggal
© Data terpilah (di belum di

9. Pemerataan
Kesetaraan akses, part

=== : Arah hambatan
Kotak hambatan/titik kritis

e

bagi semua siswa tanpa di

Gambar 1. Mekanisme Tata Kelola Multilevel untuk Mewujudkan Pemerataan Pendidikan

Gambar ini menggambarkan mekanisme bertingkat yang menghubungkan kebijakan pendidikan inklusif
dengan pemerataan pendidikan melalui tata kelola multilevel, koordinasi dan akuntabilitas sumber daya,
penguatan kapasitas sekolah dan guru, responsivitas budaya, serta partisipasi keluarga dan komunitas adat.
Alur tersebut bermuara pada praktik pendidikan inklusif, sementara berbagai hambatan atau titik kritis yang
ditemukan dalam data dapat memengaruhi efektivitas setiap tahapan menuju tercapainya kesetaraan akses,
partisipasi, dan hasil belajar bagi seluruh peserta didik.

Ketimpangan pendidikan bagi anak asli Papua di Kabupaten Merauke memperlihatkan dimensi yang lebih
luas daripada persoalan keterjangkauan sekolah. Akses terhadap pendidikan, distribusi sumber daya,
kapasitas sekolah, partisipasi keluarga, serta relevansi budaya membentuk pengalaman pendidikan secara
simultan[ 14]. Kondisi tersebut menempatkan educational equity sebagai persoalan distribusi kesempatan
dan dukungan berdasarkan kebutuhan kontekstual siswa. Pendekatan pemerataan yang hanya berorientasi
pada kesamaan akses berpotensi mengabaikan hambatan struktural dan sosial yang dihadapi komunitas
adat. Perspektif keadilan pendidikan karena itu perlu mempertimbangkan kemampuan sistem pendidikan
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menyediakan dukungan yang proporsional terhadap karakteristik wilayah, sekolah, keluarga, dan
siswa[15]. Kesenjangan antara orientasi normatif kebijakan dan praktik di tingkat sekolah menjadi
persoalan penting dalam konteks tersebut. Kerangka kebijakan dapat memberikan arah yang jelas mengenai
inklusi dan pemerataan, sementara penerapannya bergantung pada kapasitas aktor lokal, ketersediaan
sumber daya, kepemimpinan sekolah, serta kemampuan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi setempat.
Perbedaan antara standar kebijakan dan realitas implementasi mencerminkan persoalan policy translation,
bukan semata-mata persoalan kepatuhan administratif. Perspektif ini menempatkan sekolah sebagai ruang
penting dalam proses penerjemahan kebijakan. Keberhasilan kebijakan pendidikan inklusif sangat
bergantung pada kemampuan institusi lokal mengubah prinsip kebijakan menjadi praktik yang relevan bagi
kebutuhan anak dan komunitas[16].

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di wilayah adat melibatkan hubungan yang kompleks antara
pemerintah, pengelola pendidikan, sekolah, guru, keluarga, dan masyarakat adat. Setiap aktor memiliki
sumber daya, kewenangan, pengetahuan, dan tanggng jawab yang berbeda. Struktur tersebut membentuk
sistem tata kelola yang bersifat vertikal sekaligus horizontal. Hubungan vertikal berkaitan dengan
penerjemahan kebijakan dan distribusi sumber daya dari tingkat pemerintahan menuju sekolah. Hubungan
horizontal berkaitan dengan koordinasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas dalam merespons
kebutuhan pendidikan siswa[17]. Kerangka multilevel governance memberikan ruang analitis untuk
memahami bahwa kualitas pendidikan inklusif merupakan hasil interaksi berbagai aktor, bukan produk satu
institusi[18]. Kualitas hubungan antarleval menjadi penentu penting bagi efektivitas implementasi.
Koordinasi yang lemah dapat menciptakan fragmentasi tanggung jawab, keterlambatan dukungan, dan
ketidaksinambungan antara perencanaan dengan praktik sekolah. Kapasitas kelembagaan pada tingkat
sekolah memiliki posisi strategis karena kepala sekolah dan guru berada pada titik pertemuan antara
kebijakan makro dan kebutuhan siswa. Kepemimpinan sekolah yang mampu mengorganisasi sumber daya,
membangun komunikasi dengan keluarga, serta mengembangkan praktik pembelajaran kontekstual dapat
memperkecil jarak antara kebijakan dan implementasi[19]. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa
penguatan pendidikan inklusif membutuhkan pendekatan sistemik yang meningkatkan kapasitas seluruh
jaringan governance.

Pendidikan inklusif dalam konteks masyarakat adat membutuhkan pemaknaan yang melampaui kehadiran
dan partisipasi siswa di sekolah. Identitas budaya, pengetahuan lokal, nilai komunitas, bahasa, pengalaman
sosial, serta lingkungan kehidupan siswa merupakan bagian dari konteks yang memengaruhi proses belajar.
Ketidakhadiran unsur-unsur tersebut dalam praktik pendidikan dapat menciptakan jarak antara pengalaman
sekolah dan kehidupan komunitas. Jarak tersebut berpotensi mengurangi relevansi pembelajaran sekaligus
membatasi keterlibatan siswa dan keluarga. Cultural responsiveness karena itu perlu ditempatkan sebagai
dimensi substantif dalam pengukuran kualitas pendidikan inklusif bagi anak asli Papua. Integrasi
pengetahuan masyarakat adat ke dalam praktik pendidikan juga memiliki implikasi terhadap posisi sekolah
dalam komunitas[20]. Sekolah tidak lagi dipandang sebagai institusi yang hanya mentransmisikan
pengetahuan formal, tetapi sebagai ruang pertemuan antara pengetahuan akademik dan pengetahuan lokal.
Guru membutuhkan kapasitas untuk memahami latar budaya siswa dan menerjemahkannya ke dalam
strategi pembelajaran yang relevan. Kurikulum dan kegiatan sekolah dapat menjadi media untuk
membangun pengakuan terhadap identitas lokal tanpa mengurangi pencapaian kompetensi pendidikan
nasional[21]. Pendekatan tersebut memperkuat gagasan bahwa pendidikan yang adil bukan hanya
memberikan kesempatan untuk belajar, tetapi juga memastikan bahwa siswa merasa diakui dalam
lingkungan pendidikan.

Keterlibatan masyarakat adat memiliki arti strategis dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah dengan
identitas budaya yang kuat[22]. Orang tua, tokoh adat, dan komunitas lokal memiliki pengetahuan
mengenai nilai, norma, sejarah, praktik sosial, serta kebutuhan anak yang tidak selalu tersedia dalam
struktur birokrasi pendidikan. Pengetahuan tersebut dapat menjadi sumber daya penting dalam merancang
layanan pendidikan yang lebih kontekstual. Posisi masyarakat sebagai penerima program saja membatasi
pemanfaatan sumber daya sosial tersebut. Pendekatan participatory governance menawarkan kerangka
yang lebih relevan dengan menempatkan komunitas sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.
Kualitas partisipasi menjadi aspek yang perlu diperhatikan secara khusus. Keterlibatan yang berhenti pada
pemberian informasi atau konsultasi belum sepenuhnya menghasilkan pembagian peran dalam governance.
Kolaborasi dalam perencanaan program, pengembangan kegiatan pembelajaran, penyelesaian persoalan
siswa, dan evaluasi layanan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berkontribusi secara
substantif[23]. Model co-design dapat menjadi pendekatan yang memungkinkan sekolah dan komunitas
adat membangun agenda pendidikan secara bersama. Perubahan tersebut berpotensi memperkuat
kepercayaan antara sekolah dan masyarakat sekaligus meningkatkan relevansi kebijakan pendidikan
terhadap kebutuhan lokal.
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Perbedaan karakteristik Sota, Animha, Kurik, dan Jagebob memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan
pendidikan tidak berlangsung dalam ruang yang homogen. Kondisi geografis, kapasitas sekolah,
kepemimpinan, hubungan sosial, dukungan keluarga, serta keterlibatan komunitas membentuk lingkungan
implementasi yang berbeda. Kebijakan yang sama dapat diterjemahkan melalui strategi yang berbeda ketika
berhadapan dengan kapasitas dan kebutuhan lokal yang berbeda. Konteks dengan sumber daya relatif lebih
kuat dapat memberikan ruang inovasi yang lebih besar, sedangkan konteks dengan keterbatasan
kelembagaan membutuhkan dukungan eksternal yang lebih intensif. Perbedaan antarkasus juga
memberikan perspektif penting mengenai hubungan antara konteks, mekanisme, dan hasil kebijakan. Pola
yang muncul secara konsisten pada beberapa lokasi dapat merepresentasikan persoalan struktural yang
membutuhkan intervensi kebijakan pada tingkat sistem. Variasi praktik pada lokasi tertentu dapat
menunjukkan keberadaan kapasitas lokal atau inovasi yang dapat dikembangkan sebagai praktik baik[24].
Perspektif cross-case tersebut menghindarkan analisis dari generalisasi yang terlalu sederhana. Kebijakan
pendidikan inklusif di wilayah adat membutuhkan standar nasional yang konsisten sekaligus fleksibilitas
implementasi yang memungkinkan aktor lokal menyesuaikan strategi dengan karakteristik komunitas

Perbedaan pola koordinasi antara Sota, Animha, Kurik, dan Jagebob tidak semata-mata dapat dijelaskan
oleh faktor geografis, tetapi merupakan hasil interaksi antara kondisi geografis, kapasitas kelembagaan,
kepemimpinan lokal, sejarah hubungan antarpemangku kepentingan, dan karakteristik sosial masyarakat.
Faktor geografis terutama memengaruhi intensitas komunikasi, mobilitas aktor, dan kemudahan distribusi
sumber daya, tetapi pengaruh tersebut menjadi lebih kuat atau lebih lemah bergantung pada kapasitas
institusi lokal dalam mengelola keterbatasan tersebut. Kepemimpinan kepala sekolah dan pengelola
pendidikan juga menjadi mekanisme penting karena menentukan sejauh mana koordinasi dibangun secara
proaktif, bagaimana konflik kepentingan dikelola, serta bagaimana hubungan dengan keluarga dan
masyarakat adat dipelihara. Dalam perspektif multilevel governance, variasi tersebut menunjukkan bahwa
struktur formal kewenangan tidak secara otomatis menghasilkan pola koordinasi yang seragam. Hubungan
antarleval pemerintahan dan aktor lokal dipengaruhi oleh kapasitas relational, kepercayaan, pengalaman
kolaborasi, dan kemampuan pemimpin menghubungkan kepentingan birokrasi dengan kebutuhan
komunitas. Dengan demikian, perbedaan antarkasus lebih tepat dipahami sebagai variasi dalam mekanisme
implementasi daripada sebagai konsekuensi tunggal dari perbedaan lokasi. Temuan ini memperkuat
pandangan bahwa efektivitas tata kelola pendidikan sangat bergantung pada kemampuan aktor lokal
mengaktifkan jaringan koordinasi yang tersedia dan menerjemahkan kebijakan sesuai dengan karakteristik
institusional serta sosial-budaya masing-masing wilayah.

Hubungan antara kebijakan dan pemerataan pendidikan dapat dipahami melalui rangkaian mekanisme yang
saling berkaitan. Kebijakan menyediakan kerangka normatif, tata kelola menyediakan struktur koordinasi,
kapasitas kelembagaan memungkinkan penerjemahan kebijakan, guru mengaktualisasikannya dalam
pembelajaran, sedangkan keluarga dan masyarakat adat menyediakan pengetahuan serta dukungan sosial
yang memperkuat relevansi pendidikan. Cultural responsiveness berfungsi sebagai mekanisme yang
menghubungkan praktik pendidikan dengan konteks kehidupan siswa. Kelemahan pada salah satu
komponen dapat mengurangi efektivitas komponen lainnya. Educational equity dengan demikian
merupakan hasil interaksi antara kapasitas kebijakan, kapasitas institusi, kapasitas profesional, dan
kapasitas komunitas[25]. Perspektif tersebut memberikan perluasan terhadap kajian pendidikan inklusif
yang selama ini banyak berfokus pada praktik pembelajaran dan kebutuhan individual siswa. Pendekatan
multilevel governance menempatkan pendidikan inklusif sebagai persoalan sistem yang melibatkan
hubungan antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan komunitas. Integrasi cultural responsiveness
memperluas konsep inklusi dari sekadar akses dan partisipasi menuju pengakuan identitas dan relevansi
pendidikan. Partisipasi masyarakat adat memperkuat dimensi horizontal dalam governance sekaligus
membuka ruang bagi co-production layanan pendidikan. Kerangka tersebut memberikan dasar konseptual
bagi pengembangan model pendidikan inklusif yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah adat.

Hambatan responsivitas budaya yang ditemukan dalam konteks pendidikan anak asli Papua juga memiliki
kesamaan dengan persoalan yang dilaporkan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat adat di
negara lain. Dalam konteks masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander di Australia, kesenjangan
pendidikan tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap sekolah, tetapi juga dengan relevansi budaya
kurikulum, pengakuan identitas, keterlibatan keluarga dan komunitas, serta kemampuan institusi
pendidikan membangun hubungan yang bermakna dengan masyarakat adat. Pola yang serupa terlihat dalam
berbagai kajian mengenai pendidikan Indigenous Peoples di Amerika Utara, ketika sistem pendidikan
formal menghadapi tantangan untuk mengakomodasi bahasa, sejarah, pengetahuan lokal, dan identitas
komunitas dalam praktik sekolah. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa hambatan responsivitas budaya
bukan merupakan persoalan yang khas Papua, melainkan bagian dari persoalan yang lebih luas mengenai
hubungan antara sistem pendidikan formal dan pengetahuan serta identitas masyarakat adat. Namun,
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konteks Merauke memiliki karakteristik tersendiri karena responsivitas budaya berlangsung dalam struktur
tata kelola pendidikan yang melibatkan pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan otoritas adat dalam
kondisi geografis serta kapasitas kelembagaan yang beragam. Perbandingan internasional tersebut
memperkuat argumentasi bahwa pendidikan inklusif bagi masyarakat adat tidak cukup dibangun melalui
perluasan akses dan penyediaan layanan yang seragam, tetapi membutuhkan pengakuan terhadap
pengetahuan lokal, penguatan posisi komunitas dalam pengambilan keputusan, dan kapasitas sekolah untuk
menyesuaikan praktik pendidikan dengan konteks budaya. Dalam kerangka ini, pengalaman Australia dan
Amerika Utara memberikan perspektif komparatif yang memperkuat temuan penelitian bahwa cultural
responsiveness perlu ditempatkan sebagai komponen inti dalam tata kelola pendidikan yang berorientasi
pada equity, bukan sebagai elemen tambahan dalam pelaksanaan kebijakan inklusif.

Kebutuhan utama pada tingkat kebijakan terletak pada penguatan hubungan antara desain kebijakan dan
kapasitas implementasi lokal. Pemerintah daerah perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih
terintegrasi antara pengelola pendidikan, sekolah, dan komunitas. Distribusi sumber daya perlu
mempertimbangkan kondisi geografis, kapasitas sekolah, serta karakteristik kebutuhan siswa. Sistem
monitoring dapat dikembangkan dengan indikator yang mencakup akses, kualitas layanan, responsivitas
budaya, keterlibatan keluarga, dan partisipasi masyarakat adat. Pendekatan tersebut memungkinkan
evaluasi kebijakan bergerak dari pengukuran kepatuhan administratif menuju penilaian terhadap kualitas
dan keadilan layanan pendidikan. Pada tingkat sekolah, penguatan kepemimpinan, kompetensi guru, dan
hubungan dengan komunitas menjadi prioritas strategis. Sekolah perlu memiliki ruang kelembagaan untuk
mengembangkan praktik pembelajaran yang responsif terhadap konteks budaya tanpa mengurangi
pencapaian standar pendidikan. Keterlibatan orang tua dan tokoh adat dapat diarahkan pada proses
perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pendidikan. Pergeseran dari pendekatan one-size-fits-all
menuju context-responsive inclusive education menjadi langkah penting untuk menjembatani kesenjangan
antara kebijakan dan kebutuhan lokal. Arah kebijakan tersebut memiliki relevansi lebih luas bagi
pengembangan pendidikan inklusif di wilayah adat Indonesia.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan bagi anak asli Papua di Kabupaten Merauke
dibentuk oleh interaksi antara kapasitas kelembagaan, distribusi sumber daya, koordinasi antarleval
pemerintahan, kepemimpinan sekolah, kapasitas guru, serta hubungan sekolah dengan keluarga dan
masyarakat adat. Perbedaan antarkasus memperlihatkan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya
penjelas variasi implementasi, karena karakter kepemimpinan, kapasitas organisasi, pengalaman hubungan
antarpemangku kepentingan, dan tingkat keterlibatan komunitas turut menentukan bagaimana kebijakan
diterjemahkan dalam praktik. Responsivitas budaya menjadi bagian penting dari proses tersebut karena
relevansi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan layanan, tetapi juga oleh pengakuan terhadap
identitas, pengetahuan lokal, nilai komunitas, dan posisi masyarakat adat dalam penyelenggaraan
pendidikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pencapaian educational equity di wilayah adat
memerlukan tata kelola yang mampu menghubungkan kebijakan dengan kapasitas implementasi lokal,
sekaligus memberikan ruang adaptasi bagi sekolah dan komunitas tanpa mengabaikan standar pendidikan
nasional. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan empat distrik dan penggunaan purposive
sampling terhadap 43 informan, sehingga temuan lebih tepat dipahami sebagai penjelasan kontekstual dan
tidak dimaksudkan untuk generalisasi statistik ke seluruh wilayah Papua Selatan. Perspektif anak sebagai
penerima langsung layanan pendidikan juga belum dikaji secara mendalam, sementara desain kualitatif
belum memungkinkan pengukuran kuantitatif mengenai besaran ketimpangan pendidikan. Selain itu,
periode pengumpulan data yang terbatas belum sepenuhnya menangkap perubahan tata kelola dan
implementasi kebijakan dalam jangka panjang. Penelitian berikutnya perlu memperluas lokasi dan
melibatkan perspektif anak asli Papua secara langsung, menggunakan desain longitudinal untuk menelusuri
perubahan implementasi, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk
menghubungkan mekanisme tata kelola dengan indikator akses, partisipasi, kualitas layanan, dan
kesenjangan capaian pendidikan. Studi komparatif dengan komunitas adat di wilayah lain di Indonesia
maupun masyarakat Indigenous di negara lain juga penting untuk mengidentifikasi mekanisme tata kelola
yang dapat direplikasi sekaligus disesuaikan dengan karakteristik sosial-budaya lokal.
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